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Ucapan Selamat Datang 

Assalaamu'alaikum Warahn~atullahi Wabarakatuh. 
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 

Yang terhormat, 

Rektor IPB 
Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat IPB 
Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB 
Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB 
Para Pejabat Negara 
Para Wakil Rektor, Dekan dan Pejabat di lingkungan IPB 
Rekan-rekan Dosen, Alumni, Tenaga Kependidikan, dan 
Mahasiswa 
Keluarga dan para undangan yang saya muliakan. 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala 
rahmat dan perkenan-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada 
Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis [PB ke-46. Dalam 
suasana penuh khidmat ini, izinkanlah saya sebagai Guru 
Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut 
Pertanian Bogor menyampaikan orasi ilmiah dengan judul: 

"Kebijakan Makroekonomi Berbasis Mikro" 

Topik orasi ini merupakan refleksi pembelajaran dan kiprah 
akademik yang saya tempuh selama ini. Ia membentang di 
tataran mikro dan makro daripada ilmu ekonomi. Mikro clan 
makroekonomi tidak dapat dipisahkan, baik dalam aspek teori 
maupun aspek empiris. Kebijakan makroekonomi seharusnya 
disusun setelah mempertimbangkan secara komprehensif 
detil di tataran mikro. Semoga kontribusi yang sederhana ini 
bermanfaat bagi hadirin dan menjadi penainbah bagi ilmu 
ekonomi dan studi pembangunan, yang masih tergolong muda 
di Iinstitut Pertanian Bogor. 
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Pendahuluan 

Dalam pandangan ilmu n~akroekonomi modem, business 
cycle dimaknai sebagai deviasi PDB dari komponen trend-nya 
(Lucas, 1976; Blanchard and Fischer, 1989). Umurnnya PDB 
mengandung trend positif, sehingga walaupun dalam jangka 
pendek PDB turun-naik, dalam jangka panjang PDB tersebut 
cenderung terus meningkat (lihat Gambar 1.1). Kajian-kajian 
business cycle "modem" menelaah peilgaruh relatif dari setiap 
goncangan eksogen (exogenous shocks), misalnya mana yang 
lebih penting pengaruh goncangan moneter atau goncangan 
fiskal, bagaiinana respons dinamis variabel-variabel endogen 
terhadap setiap goncangan eksogen. 

Bila terjadi fluktuasi perekonoinian yang relatif besar, haruskah 
pemerintah berupaya menstabilkanilya dengan menerapkan 
kebijakail makroekonomi tertentu atau membiarkannya? 
Apa yang akan terjadi dengan perekonoinian dan respons 
masyarakat terhadap pemerintah apabila otoritas-otoritas 
perekonomian tidak membuat kebijakan apa-apa sesaat setelah 
terjadinya Krisis Finansial Asia (KFA) 1997 atau Krisis 
Finansial Global (KFG) 2008? Apa yang akan terjadi dengan 
perekonomian dan bagaimana dainpaknya terhadap rumah 
tangga apabila pemerintah tidak inembuat kebijakan apa- 
apa di saat pengangguran tinggi dan cenderung bertambah? 
Krisis dan masalah makroekonomi hams diatasi. Di level 
mikro, jika terjadi masalah serius mengenai rendahnya 
kinerja perusahaan, maka otoritas perusahaan itu mencari dan 
menjalankan kebijakan uiltuk mengatasi masalah tersebut. Di 
level makro pun demikian, dibutuhkan kebijakan yang tepat 
dan manajemen yang prudent agar makroekonomi bergerak ke 
arah yang diharapkan. 

Terlebih-lebih bagi small open ecotzom? seperti lndonesia, di 
mana goncangan ekstemal-maupun goncangan internal- 
bisa timbul dan menjalar masuk secara cepat hingga 



mempengaruhi pelaku ekonomi di level mikro, dibutuhkan 
kebijakan makroekonomi yang dapat meredam dampak negatif 
goncangan tersebut (counter-cvclical yolicv). Mengingat 
pelaku usaha Indonesia usaha mikro dan kecil, yakni 99,8 
persen dari total unit usaha dan menyerap 88,7 persen dari 
total tenaga kerja serta menghasilkan sekitar 40,7 persen dari 
PDB dan bahkan 46,O persen dari PDB non-migas (Siregar, 
2006), maka "dukungan kebijakan" memang merupakan ha1 
yang wajar. Activist policy, sebagaimana ha1 ini biasa disebut 
dalam literatur makroekonomi, dibutuhkan tidak saja untuk 
meredam dampak negatif dari goncangan-goncangan ekonomi 
yang sedang terjadi, namun juga untuk mendukung kestabilan 
bahkan untuk mendorong kemajuan menuju apa yang dikatakan 
oleh Dornbusch, Fischer, dan Startz (2004) predicted state of 
the economy. 

PDB dan Perlurnbuhan PO6 lndones~a 

I -In CDP (Rp T Hig Konstan 1993) -Growth jsurnbu kanan) 
- - - - - J 

Sumbcr: BPS (Bcrbagai Tahun, diolah) 

Gambar 1.1. PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 





Fluktuasi makroekonomi menurut teori RBC dimunculkan oleh 
dua gaya yang berbeda, yaitu mekanisme impuls dan mekanisme 
propagasi. Impuls ialah mekanisme awal yang mendorong suatu 
variabel terdeviasi dari kondisi steadv stute-nya, sedangkan 
mekanisme propagasi ialah gaya yang menyebabkan deviasi 
dari kondisi steudy state, terus berlangsung untuk sekian 
lama. Mekanisme impuls utama dalam pandangan teori RBC 
ditimbulkan oleh goncangan teknologi. Adapun impuls lainnya 
seperti goncangan-goncangan yang berawal dari kebijakan 
fiskal maupun kebijakan moneter atau goncangan-goncangan 
sisi permintaan dinilai memiliki pengaruh yang kecil terhadap 
business cycle.' 

Mekanisme propagasi menurut RBC terjadi terutama 
melalui akumulasi kapital dan substitusi lintas-waktu leistlre 
(McCallum, 1989; Romer, 2006). Melalui akumulasi kapital, 
lags dalam proses investasi dapat menghasilkan goncangan 
atau temuan teknologi saat ini yang akan memengaruhi 
investasi mendatang, yang berarti juga akan memengaruhi PDB 
mendatang. Melalui substitusi lintas-waktu leiszlre, goncangan 
yang terjadi akan meningkatkan produktivitas marjinal tenaga 
kerja, yang berarti meningkatnya upah riil. Kenaikan upah 
riil secara trunsiton~ membuat leiszrre menjadi lebih mahal, 
sehingga pelaku ekonomi meningkatkan jam kerjanya, dan 
implikasinya pada peningkatan otrtpzrt. Di saat upah riil turun 
ke posisi semula, leiszrre akan ditingkatkan kembali. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kebijakan makroekonomi 
yang relevan bagi elconom New Clussic terutama yang 
meyakini teori RBC hanyalah kebijakan teknologi atau 
yang memacu produktivitas kerja, yang menekankan kepada 
pertumbuhan jangka panjang. Fluktuasi makroekonomi jangka 
pendek cenderung diabaikan karena mekanisme propagasi 
'Teoritisi RBC ridak rr~et~gatakan bahwa goncangan-goncangan di sisi pennintaan agrsgat 
scpenuhnya tidak rclcvan, narnun sangat mcnckankan pcntirignya goncangan-goncangan di 
sisi pcnawaran tcmtama teknologi dan produktivilas (Hall. 1990, p.122).  Karena itu. RBC 
digolongkan scbagai tcori sisi pcnawaran. 
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yang berlangsung akan mendorongnya untulc bergerak menuju 
keseimbangan jangka panjang (steadjj state). Namun, suatu 
ketika Keynes pernah mengatakan: "in the long rzrn, czll ofus  
dead! " . 

Banyak persoalan ekonomi jangka pendek yang secara 
ekonomi maupun politik tidak bisa diabaikan. Ini kritik 
pertama terhadap kebijakan makroekonomi yang dilandaskan 
pada mazhab New Classic atau RBC. Kritik selanjutnya ialah 
tidak ada bukti empiris yang kuat yang mampu membuktikan, 
bahwa fluktuasi maupun keinajuan makroekonomi yang terjadi 
sepenuhnya ditimbulkan oleh goncangan teknologi besar 
yang independen. Sebaliknya, terdapat bukti empiris kuat 
yang menyatakan bahwa dinamika Total Factor Productivity, 
yang dicerminkan oleh "Solow residual" tidak sepenuhnya 
dipengaruhi oleh goncangan teknologi, mengindikasikan 
eksistensi goncangan selain teknologi (Romer, 2006). Hall 
(1987) misalnya menimjirkkan, bahwa fluktuasi Solow 

" residual di AS berkorelasi dengan partai politik Presiden yang 
memimpin, perubahan belanja pemerintah untuk pertahanan, 
dan flukstuasi harga minyak. Baumol, Litan, dan Schramin 
(2007) menjelaskan bahwa di dalam Solow residual juga 

I 
terkandung goncangan penting lainnya, yaitu entrepreneurship. 
Kritik lainnya terhadap teori RBC ialah bahwa teori ini tidak 
dapat memprediksi terjadinya resesi karena dalam kerangka 
model RBC, ha1 tersebut membutuhkan penurunan teknologi I p di hampir seluruh sektor perekonomian. 

( Paradigma Keynesian dan New Keynesian 



Fluktuasi makroekonomi, dalam pandangan Keynesian, 
seyogianyadistabilkandenganrnenerapkan kebijakan fiskal dan 
kebijakan moneter. Di saat terjadi resesi, Pemerintah didorong 
untuk melakukan ekspansi fiskal, yakni dengan meningkatkan 
belanja atau menurunkan pajak. Di saat pertumbuhan tinggi, 
inflasi dikendalikan dengan menerapkan kontraksi fiskal, yaitu 
dengan menurunkan belanja atau meningkatkan pajak. Dalam 
kerangka Ke),n~sian, tidak terdapat kaitan langsung antara 
bentuk kebijakan tersebut dengan struktur mikroekonomi. 
Karenanya, dampak dari penerapan kebijakan makroekonomi 
tidak dapat ditelusuri hingga tataran mikro. 

Tidak terdapatnya kaitan eksplisit antara makroekonomi 
dengan tataran mikronya, atau diabaikannya rnicrofoundution 
pada kerangka berpikir Keyne.vian, menyebabkan mazhab 
ini banyak dikritisi oleh pengikut mazhab Nett! Classic 
yang memang menggunakan prinsip-prinsip mikroekonomi 
mengenai optimisasi (maksimisasi laba oleh perusahaan dan 
maksimisasi utilitas oleh konsumen) dan mengenai struktur 
pasar persaingan sempurna yang menekankan efisiensi alokasi 
sumberdaya. Selain itu, secara teoritis ada beberapa kelemahan 
pendekatan Keynesian, yaitu asumsi kekakuan atau tetapnya 
harga-harga dan upah, tidak adanya pembedaan jangka pendek 
dengan jangka panjang, serta kurangnya penekanan terhadap 
uang sebagai sumber ketidakstabilan permintaan agregat (Hall, 
1 990). Kelemahan-kelemahan ini, termasuk diabaikannya 
micro foundation tersebut di atas, diatasi oleh para ekonom 
New Keynesiun (NK). 

Mazhab NK sampai batas tertentu menjawab kritik New 
Classic dengan mengembangkan pondasi mikroekonomi yang 
absen pada mazhab Keynesian, yaitu dengan menunjukkan 
bagaimana pasar yang tidak sempurna bisa menjustifikasi 
pengelolaan permintaan agregat. Seperti halnya New Classic, 
ekonom NK umumnya berasumsi, bahwa pelaku ekonomi 

I 
memiliki rational expect~dions. Namun, kedua mazhab ini 
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berbeda dalam ha1 di mana pada analisis NK diasumsikan 
. terjadi kegagalan pasar. Harga-harga dan upah diasumsikan 

kaku atau tidak berespons secara cepat terhadap goncangan. 
Kegagalan pasar dan kekakuan harga-harga dan upah 
menyebabkan makroekonomi tidak dapat mencapai tingkat 
full enzploj~ment. Oleh sebab itu, ekonom NK menyatakan 
bahwa ca~npur tangan pcrnerintah bcrupa kcbijakan fiskal oleh 
pemerintah dan kebijakan moneter oleh bank sentral dapat 
digunakan unhlk mcncapai kincrja ckonomi yang lcbih efisien 
dibandingkan dengan yang dapat dicapai oleh pendekatan 

, 1aissez.fuire-serahkan semuanya kepada pasar. 

Dalam teori NK, diasumsikan bahwa harga-harga dan upah 
fleksibel dalam jangka panjang, namun kaku dalarn jangka 
pendek.) "Nominal rigidities" inilah yang menyebabkan 
fluktuasi jangka pendek dari variabel-variabel riil. Nominal 
rigidities terjadi karena terdapat insentif seperti: (a) "menu 
cost", yaitu biaya tetap untuk menyesuaikan harga nominal 
yang sebetulnya kecil, tapi kerap menjadi pertimbangan 
pengusaha sebelum melakukan penyesuaian harga, dan (b) 
  ma^-k up pricing" yang mencegah harga-harga menjadi 
sepenuhnya fleksibel dalam jangka pendek. Apabila harga 
ozrtpzrt tidak sepenuhnya fleksibel dalaln jangka pendek, 
maka goncangan nominal misalnya ekspansi moneter dapat 
meningkatkan harga output dengan proporsi yang relatif 
lebih kecil dibandingkan perubahan uang beredar. Dengan 
adanya kontrak, upah nominal bersifat tetap, sehingga 
ekspansi moneter tersebut menyebabkan upah riil, yaitu rasio 
upah nominal terhadap harga 021tp21t m e n ~ r u n . ~  Penurunan 
'Teori N K  sctuju tcrhadap the nuru~.ul rote hlporhrsi.y, hipotesis di niana pertumbuhan 
oulpul jangka panjang ditcntukan scmata-mata olch variabcl-variabcl riil seperti pembahan 
teknologi, pcmbahan pcnawaran tenaga kcrja, la.& invcstasi. dan aturan-ahlran kelcmbagaan 
(Friedman. 1968; Phelps. 1970). Dalan~ jangka pendck, variabcl-variabel nominal yakni  
pada sisi pcrmintaan agregal bisa juga mcmcngaruhi o t ~ t ~ ~ ~ r i  yailu apabila pelaku ckonomi 
salah membuat ckspcktasi harga-harga. 



upah riil akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan 
menghasilkan lebih banyak ot~tptlt. Jadi campur tangan bank 
sentral dengan meningkatkan uang beredar (ekspansi moneter) 
dapat meninibulkan fluktuasi jangka pendek pada variabel riil, 
yaitu otltptlt dan tenaga kerja. 

Selain nominal rigidities, faktor lain yang diasumsikan 
oleh para ekonom NK dalani melakukan analisisnya ialah 
ketidaksempurnaan pasar. Misalnya, diasumsikan struktur 
pasar persaingan monopolistik. Dengan kekuatan monopolistik 
yang dimilikinya, perusahaan dapat mengenakan harga (P) 
lebih tinggi daripada biaya marjinal (MC), sehingga walaupun 
perusahaan tidak dapat menetapkan harga optimal, ia tetap 
dapat meraih keuntungan. Dalam struktur pasar yang demikian, 
perusahaan dapat mengenakan murk lip, yakni: V= PIMC > I 
(Rotemberg, 1986). 

Secara empiris, V lebih besar dari satu,' menunjukkan bahwa 
pasar memiliki struktur persaingan tidak sempurna. Di dalam 
struktur ini fluktuasi perekonomian tidak hanya dipengaruhi 
oleh goncangan teknologi, tetapi juga oleh goncangan- 
goncangan lain. Misalnya, Hairault dan Portier (1993) 
memasukkan goncangan pertumbuhan uang, Spencer (1  996, 
1998) memasukkan goncangan permintaan agregat, dan 
Rotemberg dan Woodford ( 1995) memasukkan goncangan 
belanja pemerintah, goncangan mark up, dan goncangan 
terhadap jumlah produk-produk yang didiferensiasi di dalam 
pasar output. 

Beberapa kritik yang ditujukan kepada teori NK antara lain 
ialah model-model NK sering bermasalah dalam ha1 konsistensi 
internal. Menurut Mankiw (1989), ha1 ini kemungkinan 

mukakan oleh Taylor (1979). 
Hall (1987) n~cncrnukan bahwa di sejumlall industri di USA, dugaan nilai V bcrkisar antara 

1.5 hingga 3,  dan bahwa Solow residual bcrsifat prosiklikal. Divergensi P dari blC, atau VI. I ,  
berarti tcrjadi persairlgarl tidak sempurna; sedangkan Solow residual yang bersifat prosiklikal, 
yakni produktivitas bergerak dengan arall yang sanu dcngan pcrgerakan ou/pur, men~tnjukkan 
tcrjadinya incrcasirlg rcturns to scale. 
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disebabkan oleli ditolaknya beberapa pondasi mikro, seperti 
aksioma bahwa pelaku pasar bersifat rasional dan senantiasa 
melakukan optimasi dalam pengambilan keputusan, sehingga 
membutuhkan aksioma yang ad hoc agar model yang dibangun 
sesuai dengan dunla nyata. Kritik berikutnya ialah bahwa 
model-model NK cenderung berkisaran luas, sehingga tidak 
dapat sccara spcsifik mcncntukan jenis goncangan pcnycbab 
fluktuasi makrockonon~i. Namuii dcmikian, clemen scntral 
teori NK ialah kekakuan harga dan upah nominal serta 
ketidak-sempurnaan pasar, sehingga goncangan nominal dapat 
memengaruhi variabel riil. 

Paradigma Monetarism 

Paradigma ~nonctaris~ne iiicyakini bahwa inflasi sclalu, 
dan di mana saja, merupakan fenomena moneter. Mazhab 
ini ccndcrung nicnolak kcbijakan fiskal karciia kcbijakan 
fiskal dinilai incniinbulkan crowding out pada sektor swasta. 
Lebih jauh lagi, paradigma monetarisme cenderung menolak 
kebijakan stabilisasi, misalnya inc~ncrangi inflasi ~naupun 
deflasi mcnggunakan kcbijakan aktif di sisi pctmintaan 
agregat sebagaimana digunakan oleh Keynesi~uz. Paradigma 
monetarisme menyatakan, bahwa ekspansi moneter yang besar 
akan incniinbulkan inflasi tinggi, dan bahwa otoritas monctcr 
hams fokus pada stabilisasi harga-harga semata. 

I Yang disarankan oleh monetaris ialah kebijakan moneter I 
: agar dibuat berupa rzrles yang menetapkan laju pertumbuhan 

uang beredar konstan lintas waktu, independen terhadap 
busitzess cycle. Hal ini di sebut "Friedman 's k-percent rzrle". 
Dalam pandangan Friedman, bank sentral seliarusnya dipaksa 
menetapkan pertumbuhan uang beredar dengan laju konstan 
yang ekivalen dengan laju pertumbuhan PDB. Dengan cara 
ini, maka pelalcu ekonomi dapat mengantisipasi keputusan- 
keputusan kebijakan moneter. 

Karakteristik krusial dari model-model mazhab moneter 



ialah uang dan kebijakan moneter dapat memengaruhi ozrtpzrt 
terutama dalam jangka pendek. Friednlan dan Schwartz 
(1963) menyatakan bahwa goncangan nloneter merupakan 
penyebab utanla fluktuasi nlakroekonomi, dan Friedman 
(1968, p.1 I) mengemukakan bahwa "moneturl, policy cczn 
und does huve important eiTects on reul vuriubles". Karena 
para monetaris, sebagainlana juga pengikut NK, setuju dengan 
nutzrrul rute hypotlzesis, maka efek tersebut dipandang tidak 
berlangsung pada jangka panjang melainkan secara transitori 
atau dalam jangka pendek saja. Perbedaan utama pandangan 
monetarisme dengan ekononl New Clussic atau RBC terletak 
pada arah kausalitas uang-otltptrt. Seperti dikemukakan di atas, 
monetaris meinandang uang memengaruhi output, sedangkan 
New Clussic melihat ozrtput lah yang ~nemengaruhi uang-ha1 
yang dikenal sebagai "reverse cu~nution". 

Baik monetaris maupun ekonom NK sepandangan dalam ha1 
uang memengaruhi oz~tpztt dalam jangka pendek. Perbedaan 
utama antara kedua mazhab ini ialah bahwa pada model- 
model NK, business cycle dipengaruhi tidak hanya oleh 
goncangan kebijakan moneter atau uang, namun juga oleh 
goncangan permintaan agregat lainnya termasuk belanja 
pemerintah dan mark zip, yang dampaknya terhadap variabel 
riil menjadi signifikan karena adanya kekakuan harga dan 
ketidaksempurnaan pasar. Adapun paradigma monetarisme, 
seperti telah dikemukakan di atas, mengabaikan kebijakan 
fiskal dan menekankan pentingnya kebijakan moneter. 

Kritik terhadap paradigma monetarisme antara lain, yaitu 
konsistensi eksternal atau kinerja empiris model yang kurang 
memuaskan. Cho dan Cooley (1990), menggunakan data AS 
dalam membentuk model monetaris, menemukan bahwa harga- 
harga bersifat pro-cyclicul, sementara pada kenyataannya 
harga-harga bersifat cozlnter c~~clicul. Joyce dan Kamas (1 997) 
menemukan bahwa kinerja empiris model monetaris untuk 



data Meksiko dan Kolumbia tidak lebih baik dari model RBC. 
Menggunakan data New Zealand untuk membandingkan 
lrineja empiris model monetaris, model RBC, dan model NK, 
Siregar (200 1)  menemukail bahwa model NK memiliki kinerja 
empiris yang lebih baik dari kedua model lainnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
paradigma NK yang menggunakan pondasi mikro, mengenal 
kekakuan harga-harga dan ketidaksempurnaan pasar, mengenal 
berbagai jenis goncangan kebijakan, sehingga membuka 
kemungkinan campur tangan pengambil kebijakan, kiranya 
dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis 
dalam konteks micl-o-based ~.iiacr*oeconomic policy (Minford 

Perlunya "Kebijakan Makroekonomi Berbasis 
Mikro" dan Kendala Yang Dihadapi 

Mengapa "Kebijakan Makroekonomi Berbasis Mikro"? 

1. Alasan Teoritis 

Kebijakan dibuat untuk mengatasi persoalan. Di saat terjadi 
resesi diperlukan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif 
supaya perekonomian bisa keluar dan resesi. Di saat 
perturnbuhan ekonomi berlangsung luar biasa cepat dibutuhkan 
kebijakan fiskal dan moneter yang kontraktif supaya inflasi 
yang tinggi dapat ditekan dan dikendalikan. Akan tetapi, 
darnpak pada tatarail mikro dari penerapan kebijakan tersebut 
tidaklah ki ta ketahui, kecuali bila perurnusail kebijakan itu 
dilakukan dengan mempertimbangkail secara lailgsung kondisi 
di tataran mikro. 

Konsekuensinya, bila kebijakan tersebut fomlulasinya 
berangkat dari suatu model makroekonomi, maka hendaklah 



pondasi mikro yang digunakan juga hams yang berkesesuaian 
dengan kondisi realitas. Pondasi mikro yang berasumsikan 
pasar persaingan sempurna seperti penguasaan informasi 
yang sempurna dan simetris, harga-harga yang sepenuhnya 
fleksibel, mobilitas sumberdaya yai-lg sempurna, tidak terdapat 
eksternalitas serta berbagai ketidaksempurnaan lainnya 
tentu tidak cocok untuk perekonomian di mana asumsi- 
asumsi tersebut tidak terpenuhi semua ataupun sebagiannya. 
Sebaliknya,   nod el dengan pondasi mikro yang mengakomodir 
berbagai ketidaksempurnaan yang ada di realita, maka model 
itulah yang lebih cocok digunakan sebagai landasan berpikir 
untuk menyusun kebijakan. Bab terdahulu telah menunjukkan 
bahwa yang relatif lebih cocok dengan realitas adalah mazhab 
NK. 

2. Endogenitas Variabel Kebijakan 

Bagi para monetaris, kebijakan moneter-yang instrumen 
kebijakannya umumnya ialah uang atau base money- 
memengaruhi PDB. Kebijakan moneter ditempatkan sebagai 
variabel eksogen, PDB sebagai variabel endogen. Berbagai hasil 
kajian empiris justeru menemukan endogenitas dari kebijakan 
moneter, seperti King dan Plosser (1984), Sims dan Zha 
(1998), Bernanke dan Blinder (1992), serta Siregar dan Ward 
(2002). Artinya, justeru ozctpztt atau variabel ekonomi lainnya 
yang memengaruhi instrumen kebijakan moneter dari pada 
yang sebaliknya. Pada Tabel 3.1 ditunjukkan bahwa kebijakan 
moneter, yang variabel instrumen kebijakannya ialah suku 
bunga domestik jangka pendek, ternyata berespons terhadap 
goncangan keseimbangan pengeluaran (balance qfyaj~ments). 
Hampir 75 persen variasi variabel instrumen kebijakan 
tersebut dalam periode 8 triwulan ke depan dipengaruhi oleh 
goncangan tersebut. Sementara goncangan kebijakan moneter 
domestik hanya mampu memengaruhi variasi ozitpzit di bawah 
3 persen. 



gbel 3.1 . Analisis Foreccrst Ei.l.or Vuriunce Decomposition 
Model SVAR Indonesia (%) 

Sumber: Siregar dan Ward (2002). 

Keterangan: a. Angka dalam tanda kurung adalah standard 
error. Tanda (-) menunjukkan stuildard erroi- yang sangat kecil, 
dan n.a. menunjukkan goncangan terhadap suatu variabel yang 
tidak nlemili ki dampak conternpoi-aneozls (by constrwction) 
terhadap var.iahel endogenus terten tu. 



Endogenitas dari kebijakan moneter menandakan bahwa 
otoritas moneter berespons terhadap gejolak yang terjadi 
pada perekonomian. Gejolak tersebut bisa jadi bersumber dari 
goncanganpadamakroekonomi, seperti pada PDB ataupun pada 
nilai tukar rupiah. Namun, ia juga boleh jadi bersumber dari 
goncangan pada tataran mikro, seperti keputusan tak terduga 
yang diambil oleh satu konglomerasi pada industri dengan 
struktur pasar oligopolistik. Karena posisinya yang oligopolis, 
maka kepuh~san itu secara signifikan dapat inemengaruhi 
harga produk industri tersebut serta harga surat-surat berharga 
konglomerasi itu maupun perusahaan-perusahaan lainnya pada 
industri yang sama, sehingga berdainpak signifikan terhadap 
indeks di bursa. Demikian pula bila terjadi goncangan negatif 
pada sisi penawaran, semisal kegagalan panen, terhadap 
subsektor pangan, produksi pangan akan menurun secara 
signifikan sehingga harga pangan naik dan meningkatkan 
inflasi serta ~nungkin dapat meningkatkan kemiskinan. 

Goncangan-goncangan pada tataran mikro, yang bisa 
berkontribusi cukup besar terhadap industri, bursa, sektor 
bahkan perekonomian, seyogjanya direspons dengan wajar 
oleh otoritas. Manakala harga pangan dan kemiskinan sudah 
bisa diperkirakan akan meningkat, maka selayaknya otoritas 
moneter dan otoritas fiskal menerapkan kebijakan yang bersifat 
counter-cyclicul. Ekspansi moneter yang disusun secara 
terkoordinasi dengan ekspansi fiskal dirumuskan dengan 
langsung mempertimbangkan persoalan yang terjadi di tataran 
mikro. lnilah kebijakan makroekonomi berbasis mikro. 

3. Beberapa Ketidakpastian 

Tidak semua goncangan yang terjadi harus direspons oleh 
pengambil kebijakan. Goncangan yang bersifat transitory, 
yaitu yang berdampak sangat singkat dan kecil terhadap 
perekonomian, tentu dapat diabaikan. Hanya goncangan 



yang relatif pennanen saja yang kiranya perlu direspons 
dengan kebijakan yang tepat. Persoalannya adalah pengambil 
kebijakan tidak mengetahui dengan pasti sejak awal, apakah 
sebuah goncangan bersifat transitory atau permanen. 

Ketidakpastian tersebut masih ditambah lagi dengan beberapa 
ketidakpastian lainnya, yaitu pengambil kebijakan tidak tahu 
secara pasti kapan kebijakan tersebut mulai memberikan 
dampak dail b e r a l i r  dampaknya, serta seberapa besar dampak 
yang akan ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Lebih jauh 
lagi, katakanlah goncangan yang terjadi diperkirakan bersifat 
permanen, persoalan berikutnya ialah pemerintah maupun 
pelaku ekonomi lainnya tidak mengetahui secara pasti transmisi 
kebijakan tersebut. Terdapat berbagai kenlungkinan jalur, via 
mana mekanisme propagasi kebijakan akan berlangsung. 
Jalur-jalur tersebut mungkin dapat diperkirakan secara teoretis, 
namun secara empiris tidak dapat dipastikan. 

Berbagai ketidakpastian tersebut perlu disikapi dengan cara 
mengidentifikasi sumber utama dari goncangan ekonomi yang 

i 
terjadi dan dampak langsungnya terhadap perekonomian. 
Setelah itu, baru pembuat kebijakan menetapkan kebijakan 
makroekonomi yang secara "lebih langsung" dapat 
memengaluhi sumber goncangan maupun yang mampu 
meminimalisasi dampak yang ditimbulkannya. Jika sumber 
goncangan terletak di tataran grass root ataupun sektoral, maka 
berbagai aspek mikro terkait dengan goncangan tadi beserta 
prakiraan dampaknya harus ditelaah dengan baik sebelum 
kebijakan makro di formulasikan. 

Kendala-kendala terhadap Kebijakan Makroekonomi 
Berbasis Mikro 

1. Kendala Formal Perencanaan Kebijakan Makro 

Pada praktiknya, kebijakan makroekonomi bisa jadi tidak 
berbasis mikro karena terkendala oleh aspek legal formal. UU 



No.2311999 dan UU No.312004 mengenai Bank Indonesia 
membatasi tujuan BI yaitu "mencapai dan memelihara 
stabilitas nilai rupiah". Untuk mencapai tujuan tersebut, BI 
diberikan independensi yang mencakup: (a) independen dalam 
mencapai tujuan, (b) independen dalam menetapkan instrumen 
kebijakan, dan (c) independen dalam pemilihan gubernur 
(Sugiyono dan Ascarya, 2003). Dengan pembatasan tujuan 
tersebut, walaupun dinyatakan pada pasal 7 UU No.312004 
bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter hams 
mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang 
ekonomi, otoritas moneter memiliki ruang yang relatif sempit 
untuk menjalankan kebijakan yang berbasis mikro. 

Kebijakan moneter yang hams dijalankan dalam kerangka 
inflation targeting (IT) berarti menutup kemungkinan 
pemanfaatan langsung kebijakan tersebut untuk merespons 
masalah riil di tataran mikro, misalnya persoalan kekurangan 
pangan. Kegagalan panen menimbulkan kekurangan pangan 
dan pada gilirannya meningkatkan harga pangan, sehingga 
sangat potensial meningkatkan laju inflasi, mengingat cukup 
besarnya bobot harga-harga pangan dalam indeks harga 
konsumen. Dalam kerangka IT, kebijakan moneter yang 
dilakukan ialah menstabilkan harga-harga. Karena instrumen 
kebijakan moneter yang dipakai ialah suku bunga Bank 

I Indonesia (SBl), maka stabilisasi tersebut dilakukan dengan 
meningkatkan SBI. Hal ini berpotensi meningkatkan suku 
bunga pinjaman, yang pada akhirnya dapat menghambat kredit 
untuk pengembangan usahatani pangan tersebut. 

Pemerintah tidak dapat memengaruhi BI untuk melakukan 
ekspansi moneter dengan cara menurunkan SBI agar kredit 
unhrk usahatani pangan bisa ditingkatkan secara signifikan, 



karena independensi BLh Bahkan untuk menyarankan agar 
merubah instrumen kebijakan moneter, yakni suku bunga, 
juga tidak bisa karena alasan independensi tersebut. Sekalipun 
beberapa kajian, misalnya Nuryati, Siregar, dan Ratnawati 
(2006) serta Siregar dan Ward (2002), telah menunjukkan 
bahwa suku bunga jangka pendek sebagai instrumen 
kebijakan moneter Indonesia tidak memberikan dampak yang 
signifikan. 

Kendala lainnya ialah dalaln menyusun kebijakan fiskal yang 
counter cyclical. umumnya dibutuhkan inside lag yang cukup 
panjang.' Inside lug untuk kebijakan fiskal yang "strategis" dan 
tidak bersifat darurat seringkali cukup panjang karena hams 
dibahas di parlemen. Inside lug yang cukup panjang ini bisa 
jadi menyebabkan kehilangan timing yang tepat agar kebijakan 
yang diambil dapat memberikan dampak yang maksimal. 

I 2. Pragmatisme dalam Perencanaan Kebijakan Makro 

Pembahasan dengan DPR misalnya terkait anggaran belanja, 
selain cukup lama, bisa jadi menyebabkan adanya perubahan- 
perubahan besaran, sehingga menjadi cukup berbeda 
dibandingkan proyeksi awal yang disusun pemerintah. Oleh 
sebab itu, sekalipun proyeksi anggaran belailja sebetulnya 
sudah dilakukan deilgan mempertimbangkan kondisi mikro 
sektoral, pembahasan tersebut bisa menyebabkan perubahan 
komposisi dan besaran anggaran. Terjadinya ha1 ini secara 
berulang-ulang dari tahun ke tahun akhirnya bisa mendorong 

dicapai antara lain melalui adanya independensi bank sentral. Na- 
n Montiel (2003), mekanisme kelentbagaan ini belunt tentu dapat 



yang disusun pasti akan berubah saat pembahasan dengan 
parlemen, di pusat maupun di daerah. 

Pada masa mendatang, kiranya diperlukan pembatasan 
terhadap perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan 
dalam pembahasan anggaran. Seperti yang diterapkan di Korea 
dan beberapa negara lain, pembahasan anggaran di parlemen 
tidak boleh mengubah items dari kegiatan dan tidak boleh 
meningkatkan besaran anggaran untuk setiap items. 

3. Kendala Kelembagaan dalam Perencanaan Teknis 

Lembaga perencanaan mempunyai posisi sentral dalam 
menerapkan pendekatan "micro-hnsedmacroeconomic policy". 
Dalam lingkup perencanaan nasional, lembaga tersebut adalah 
Bappenas. Bagian monitoring dan evaluasi pada lembaga 
tersebut berperan sangat penting dalam mengidentifikasi 
dan memformulasikan persoalan-persoalan tataran mikro 
yang tengah dan yang mungkin akan terjadi, apapun sektor 
ekonominya. Lembaga ini juga hams mampu memilah dan 
mengelompokkan berbagai persoalan tersebut, sehingga 
akhirnya bisa teridentifikasi beberapa persoalan kritikal yang 
spesifik (Siregar, Widyastutik, dan Thamrin, 2007). Kebijakan 
dirancang untuk mengatasi persoalan kritis tersebut. 

Satu persoalan kritikal, sebagaimana digariskan oleh 
Tinbergen :s rz11e, inembutuhkan setidaknya sebuah instrumen 
kebijakan yang relevan (Hossain dan Chowdhury, 2001). Ole11 
karena itu, terhadap tiap persoalan kritik didesain sejumlah 
alternatif kebijakan makroekonomi. Dengan bantuan analisis 
simulasi kemudian akan bisa diketahui pilihan atau satu set 
pilihan kebijakan inakroekonomi yang diperlukan. 

Kendala yang sering muncul sejak saat melakukan identifikasi 
dan formulasi persoalan maupun dampak goncangan yang 
terjadi hingga menentukan pilihan kebijakan makroekonomi 
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akan dijalankan adalah koordinasi dengan kementerian 
it maupun dengan pemerintah daerah. Ada kesan bahwa 

terkaitan antara Bappenas dengan instansi-instansi teknis 
ebut menjadi relatif kurang erat setelah fungsi hzidgeting 

dikeluarkan dari Bappenas dan ditempatkan di Departemen 
Keuangan. Hal ini tidak seharusnya terjadi manakala instansi- 
instansi teknis menyadari pentingnya perencanaan teknis. 
Perencanaan teknis harus dilakukan secara serius bersama- 

a Bappenas. Persoalan tersebut mungkin ti~nbul karena 
ikan oleh instansi teknis adalah bridgeting- 
seharusnya didasarkan atas perencanaan 

Kebijakan Makroekonomi Untuk Peningkatan 
Ketahanan Pangan: Sebuah llustrasix 

Ketahanan pangan dipilih sebagai ilustrasi karena posisi 
strategisnya dalam pembangunan nasional. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Siregar (2008), ketahanan nasional 
bergantung pada ketahanan ekonomi; dan di antara pilar-pilar 
ketahanan ekonomi, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, 
ketahanan finansial, dan ketahanan secara fisik, ketahanan 
pangan adalah yang paling penting sebab pangan bukan 
sekedar kebutuhan pokok, namun merupakan hak asasi. 

Ketahanan pangan setidaknya memiliki tiga pilar, yaitu 
ketersediaanpa~igan, aksespangan, sertastabilisasidandistribusi 
pangan. Ketiga pilar ini sama pentingnya. Namun, mengingat 
potensi sumberdaya alam dan sumberdaya mailusia yang 
dimiliki Indonesia, tampaknya penguatan ketahanan pangan 
melalui penguatan pilar ketersediaan, utamanya dengan cara 
peningkatan produksi, merupakan langkah yang paling tepat. 

Krisis Finansial Global dan Fluktuasi Harga Pangan 
'Sebagian pemaparan padda Suhhah 1.1 . 1.3 dia~nhil dari Sircgar (2008). 



KFG bersumber dari negara-negara maju yang merupakan 
tujuan ekspor dan sumber foreign direct investment (FDI) 
Indonesia. Sektor finansial global mendapatkan goncangan 
besar sehingga menyebabkan timbulnya keketatan likuiditas 
(liquid;& scp~eeze) dikarenakan kepercayaan publik yang 
turun drastis terhadap sektor keuangan global yang sejauh 
ini domisili dominannya di AS (Panzner, 2009). Keketatan 
likuiditas tersebut menyebabkan investor menarik dananya 
dari emerging murkets ke pusat-pusat keuangan di AS dan 
beberapa negara industri lainnya, sehingga FDI negara-negara 
berkembang termasuk Indonesia diperkirakan menurun. Resesi 
di AS dan negara-negara maju lainnya menyebabkan ekspor 
Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya ke negara- 
negara maju tersebut menurun. Sekalipun rupiah mengalami 
depresiasi, resesi di negara-negara tujuan ekspor tersebut 
masih tidak memungkinkan mereka untuk membeli produk 
Indonesia dalam volume yang lebih besar. 

KFG juga beriinplikasi pada semakin fluktuatifnya harga- 
harga komoditas, yang pada gilirannya dapat memengaruhi 
prospek inflasi dalam negeri. Dapat dilihat pada Gambar 4.1, 
bahwa sampai dengan pertengahan 2008. semua komoditas 
mengalami kenaikan harga. Hal ini dipicu salah satunya oleh 
melambungnya harga minyak dunia yang ditunjukkan dengan 
kenaikan harga energi (minyak bumi) yang melampaui harga 
metal dan mineral serta pertanian. Setelah pertengahan 2008, 
harga energi menurun drastis. Penurunan harga energi, yang 
umum diperdagangkan di bursa berjangka internasional ini, 
mendorong penurunan biaya produksi di berbagai sektor, 
sehingga tingkat harga barang-barang lain termasuk pangan 
ikut turun. 

Ada beberapa penjelasan tentang faktor-faktor yang 
menyebabkan fluktuatifnya harga pangan, selain stok pangan 
dunia yang relatif rendah (Tabel 4.1). Pertama, adanya 
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perubahan iklim. Saat-saat awal globul ~ ~ u n n i n g ,  produksi 
pangan cenderung naik; setelahnya, produktivitas pertanian 
mengalami penurunan, sehingga produksi turun hingga 15 
sampai 20 persen (Winoto dan Siregar, 2007). 

Sumber: World Bank (2009). 

Garnbar 4.1. Indeks Harga-harga Komoditas di Pasar 
Internasional, 2007-2009 

Perubahan iklim secara langsung menciptakan ketidakpastian 
produksi, seliingga dapat meniicu keilaikan harga pangan. 
Kedua, kenaikan harga minyak bumi meilyebabkan 
meningkatnya biaya transportasi dan biaya sarana produksi 
pertanian seperti pupuk dail pestisida. Akibatnya, harga 
produk pertanian dan pangan juga meningkat. Ghanem (2008) 
menghitung koefisien korelasi antara indeks harga pangan dan 
indeks harga energi sebesar 0,77. 

Ketiga, kenaikan harga minyak dunia juga mendorong 
penggunaan energi alternatif, seperti biqfuel, sehingga 
menciptakan kompetisi penggunaan suinberdaya (terutama 
lahan) untuk pangan vs. untuk feedstock (bahan baku) biojirel. 
Keempat, pertumbuhan ekonomi Ciila dan India, dua negara 
dengan jumlah penduduk terbesar, menyebabkan peningkataii 
permintaan yang luar biasa terhadap bahan pangan. Kelima, 



spekulasi di commod i~  jirture,~ trading. Konsekuensi dari 
keterbukaan ekonomi adalah negara-negara menjadi lebih 
terbuka, sehingga hams siap menghadapi terpaan krisis global. 
Bila Indonesia belum siap, maka perlu memperkuat dahulu 
fundamental ekonomi ketahanan pangan nasional hingga 
tingkat rumah tangga. 

Tabel 4.1. Stok Pangan Dunia 200612007 - 2007/2008 (Juta Ton) 

I Beras 75.627 72.174 -4.57 I 

I Jagung 106.173 109.060 2.72 

Kedclai 61.108 47.3 16 -22.57 I 
i Gandum* 125.606 1 10.400 -1 1.72 I 
1 Sulnber : USDA (2007). 

Keterangan: * tahun kalender 2006 dan 2007 

Pengaruh KFG Terhadap Ketahanan Pangan dan 
Respons Kebijakan yang Diharapkan 

Penurunan ekspor dan FDI yang ditimbulkan ole11 KFG 
menekan pertumbuhan ekonoini Indonesia, sehingga 
berpotensi meningkatkan pengangguran, mengurangi daya 
beli, dan menaikkan kemiskinan yang pada gilirannya 
menyebabkan akses masyarakat terhadap pangan turun (pilar 
akses dari ketahanan pangan). Pada sisi lain, rendahnya harga 
pangan berakibat pada menurunnya supply dan ketersediaan 
pangan (pilar ketersediaan ketahanan pangan). Fluktuasi harga 
komoditas mengganggu stabilitas dan distribusi pangan (pilar 
stabilitas dan distribusi ketahanan pangan). 

Terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan produktivitas 
pertanian mengalami penunman, sementara stok cenderung 
tetap bahkan berkurang, akan berakibat pada tingginya harga- 
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barga produk perta~iian khususnya harga-harga bahan pangan. 
Bila ini terjadi, sementara daya beli masyarakat tetap- 
apalagi turun, akan berakibat pada sulitnya masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan pangan. Akibatnya, terjadi kelaparan 
dan persoalan-persoalan lain yang terkait dengan masalah 
tersebut. 

Respons kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat 
mengatasi permasalahan-permasalahan di atas dapat 
dikelompokkan dalam sektor-sektor sebagai berikut. 

1. Kebijakan Sektor Pertanianl Pangan 

Salah satu ancaman nyata terhadap ketahanan pangan ialah 
semakin tingginya konversi lahan pertanian ke non-pertanian, 
terutama di kawasail pedesaail yang relatif dekat ke perkotaan 
(Winoto dan Siregar, 2006). Pencegahan konversi lahan 
pertanian dapat dilakukan dengan beberapa cara; pertama, 
meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya 
multifungsi lahail pertanian, sehingga lebih inenyadari risiko 
yang hams ditanggung apabila konversi lahan dibiarkan 
berlanjut. Kedua, mengkaji ulang peraturan (perundangan) 
yang berkaitan dengan masalah pengeildalian koilversi lahaii. 
Ketiga, meningkatkan perail nyata pemerintah daerah untuk 
mengembangkan, atau setidaknya mempertahankan, lahan 
wahatani tanaman pangaii. Keempat, membaiitu petani dalam 
sertifikasi lahan pertanian, di mana dengan label "pertanian" 1 
tersebut lahan tidak diperbolehkan untuk dikonversi. i 
Pencetakan sawah atau lahan pertanian pangan baru merupakan 
upaya lain untuk mengatasi ancaman terhadap ketahanan 
p g a n .  Upaya ini membutuhkan anggaran yang besar, namuii 
sebaiknya jangan ditunda lagi pelaksanaannya. Pencetakan 
pwah seyogiailya dilakukan di luar Pulau Jawa, di mana 

etisi penggunaan lahan antara pangan atau pertanian 
n non-pertanian tidak signifikan. di samping lebih efektif 
biaya. 



Upaya yang lebih bersifat jangka panjang untuk mengatasi 
ancamail terhadap ketahanan pangan ialah peniilgkatan riset 
dan pengembangan. Khusus untuk inengantisipasi ancaman 
terhadap ketahanan pangan yang berasal dari g l o b ~ ~ l  warnling, 
upaya yang seyogianya dilakukan sejak saat ini dan secara 
sistematis ke depan ialah mengembangkan varitas-varitas 
pangan yang tahan terhadap cuaca atau yang ekstrim. Varitas- 
varitas dimaksud llendaklah dikeinbangkail spesifik lokasi. 

Keseluruhan upaya tersebut akan efektif diimplementasikan 
apabila tersedia infrastruktur pertanian yang memadai. Gambar 
4.2 menunjukkan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur 
cenderung fluktuatif pada kisaran sekitar 10 persen dari belanja 
total. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur ini dipandang 

masih perlu lebih besar lagi, karena yang dialokasikan saat ini 
baru sekitar 3 persen dari PDB. 

Sumber: World Bank (2007). 

Gambar 4.2. Persentase Pengeluaran Pemerintah Indonesia, 
200 1 -2007 

2. Kebijakan Sektor Keuangan 

Banyak alternatif kebijakan keuangan yang dapat dilakukan 
pemerintah untuk dapat mendukung sektor riil. Salah satu 
yang telah dan tengah dilaksanakan ialah melalui pemberian 
KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang merupakan bagian dari 
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PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dan 
pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) 
berskala mikro. Pengembangan LKNB berskala mikro dapat 
menunjang kebutuhan kredit bagi usaha mikro dan kecil 
(UMK) yang bergerak dibidang pangan yang belum bankable 
sehinggadapat mendukung ketahanan pangan. Termasuk dalam 
LKNB ini misalnya Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM), 
yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Negara PT PNM 
(Persero), yang karena bukan bank maka tidak harus mengikuti 
persyaratan prudential banking sebagaimana digariskan oleh 
Undang-Undang Perbankan. 

3. Kebijakan Sektor Perdagangan 

m ~ e b i j a k a n  yang dapat dilakukan Pen~erintah pada sektor 
perdagangan, antara lain melakukan penghapusan hambatan 
perdagangan antardaerah, meningkatkan kerjasama 
perdagangan khususnya pangan di kawasan ASEAN serta 
melakukan proteksi dengan justifikasi yang kuat (jzrstzjied 
protection) bagi pertanian dan pangan Indonesia.' Di antara 
justifikasi tersebut ialah bahwa pangan adalah hak asasi 

anusia, sehingga ketersediaan dan ketahanan pangan 
erupakan prioritas pembangunan yang posisinya di atas 
sepakatan-kesepakatan perdagangan internasional. 

maju, menerima hampir 25 persen dari total subsidi yang dike- 
ri subsidi lerhebut dinikmali para petani kaya yang junilahnya 
lolal jumlah petani dunia. Subsidi yang besar lersebut, beserta 



4. Kebijakan Pemerintah Daerah 

Timmer (2008) menekankan bahwa pencapaian 
dan keberhasilan memelihara ketahanan pangan, baik 
di tingkat rumah tangga maupun tingkat nasional, akan 
menghasilkan penurunan kemiskinan dan pengurangan insiden 
kelaparan. Pemerintahan yang berhasil, menurut Timmer, 
adalah pemerintahan yang mampu mendukung ketahanan 
pangan untuk warga negaranya. Penurunan kemiskinan itu 
sendiri akan berhasil hanya jika ada kesanggupan politis dasar 
untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan 
juga merata distribusinya. Percepatan pertumbuhan ekonomi 
membutuhkan kondisi yang kondusif seperti kestabilan 
makroekonomi, termasuk harga bahan pangan yang relatif 
stabil. 

Akhir-akhir ini, produksi atau ketersediaan beberapa komoditas 
pangan Indonesia telah menunjukkan kecenderungan 
meningkat. Akan tetapi, kebutuhan atau konsumsi pangan juga 
meningkat seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. 
Maka, pemerintah terutama Pemda-pemda---di mana usahatani 
pangan dan UMK yang bergerak dalam pengolahan pangan 
sesungguhnya berada-seyogianya menjadikan ketahanan 
pangan sebagai program pokok. Memperkuat ketahanan 
pangan dapat dilakukan dengan meningkatkan secara sistematis 
produksi atau ketersediaan pangan. Ekstensifikasi usahatani 
pangan hendaknya dilakukan oleh Pemda-pemda di luar Pulau 
Jawa, terutama di Kawasan Timur Indonesia, di mana terdapat 
potensi lahan yang besar dan memiliki kesesuaian agroklimat 
untuk berbagai komoditas pangan. Intensifikasi usahatani 
pangan seyogianya dilakukan di kawasan dengan lahan yang 
relatif sudah langka terutama di Jawa dan Sumatera. Selain 
ha1 tersebut, Pemda juga harus serius dan aktif menerapkan 
upaya-upaya peningkatan daya beli masyarakatnya, agar akses 
mereka ke pangan semakin meningkat. 



5. Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter 

Menghadapi KFG dan dampak yailg mungkin ditimbulkannya, 
pemerintah seharusnya menempuh kebijakan ekspansi 
fiskal untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah 
dikemukakan. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan 
melalui dua card. Pertama, terapkan program padat karya di 
pedesaan, terutama pada saat off-season. Koildisi kawasan 
perdesaan pada umumnya dicirikan oleh masih besarnya 
jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternatif lapangan kerja, 
rendahnya kualitas lingkungan perumahan, terbatas dan belum 
meratanya tingkat pelayanan prasarana dan saraila dasar bagi 
masyarakat, serta lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi 
dan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan kawasan 
perkotaan. Kegiatan ekonomi utama di kawasan perdesaan 
adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dan 
kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis sumberdaya lokal. 

Program padat karya di pedesaan dapat dilakukan melalui 
berbagai kegiatan, seperti pengembangan prasarana dan sarana 
desa, peningkatan fasilitas penunjang bagi lembaga keuangan 
pedesaan dan bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi. Bila 
program tersebut dapat dijalankan secara efektif, maka pada 
putaran pertama ia dapat mengatasi masalah pengangguran; 
padaputaran kedua, iamenciptakan perluasan kesempatan kerja 
perdesaan, terutama pada kegiatan-kegiatan off-farm berskala 
mikro dan kecil, sehingga berdampak pada berkurangnya 
kerniskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan 
masyarakat pedesaan. Jika ha1 ini diiringi dengan pemantapan 
upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan 
pemerintahan desa, maka kemajuan yang dicapai dapat d~jaga 

Kedua, program padat karya di perkotaan. Program padat 
karya di perkotaan dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan 
dan perbaikan prasarana atau sarana lingkungan permuk~man, 
sosial, dan ekonomi secara padat karya. Dalam kaitatlnya 



dengan dunia usaha dan pangan, bentuk-bentuk penyediaan 
dimaksud hendaklah fokus pada usaha mikro kecil dan 
menengah yang bergerak di bidang pangan. Dalam kaitannya 
dengan upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap 
pangan, program padat karya dapat dikombinasikan dengan 
program jaminan kerja umpamanya 100 hari. Semua angkatan 
kerja yang terdaftar, dijamin untuk bekerja minimal 100 hari 
dalam satu tahun. Pemda rnengidentifikasi sarana dan prasarana 
yang perlu dikembangkan ataupun dipelihara, lalu angkatan 
kerja direkrut untuk mengerjakannya. 

Selain itu, perlu pula diberikan insentif pajak yang berpihak 
kepada petani dan pelaku UMK di bidang pangan. Dengan 
insentif yang wajar, diperkirakan produksi pertanian dan 
pangan dapat dijaga peningkatannya. Tanpa insentif pajak, 
konversi lahan pertanian ke kegiatan-kegiatan non-pertanian 
juga sulit untuk dikendalikan. 

Akan halnya kebijakan moneter berkerangka inficltion 
targeting dail independensi BI yang relatif tinggi, kebijakan ini 
sulit digunakan untuk secara langsung mendukung ketahanan 
pangan. Upaya BI mencapai tujuan yang diamanatkan 
kepadanya, yaitu inflasi yang rendah dan terkendali, dilakukan 
dengan inenerapkan suku bunga BI yang relatif tinggi. 
Akibatnya, investasi rendah, sehingga kurang mendukung 
akselerasi sektor riil tennasuk peningkatan ketahailan pangan. 

Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan 

Mazhab ekonomi yang diyakini oleh penentu kebijakan 
diperkirakan dapat memengaruhi apakah pendekatan kebijakan 
yang akan ditempuhnya berbasis mikro atau tidak. Diperkirakan 
penentu kebijakan yang meyakini mazhab Monetarisme dan 
Keynesian cenderung tidak menggunakan pendekatan micro 
based macroeconomic policy (MiBMczP). Penentu kebijakan 
yang berkeyakinan New CIussic maupun yang berkeyakinan 



New Keynesian cenderung akan menggunakan pendekatan 
MiBMaP. Ekonom New Keynesicuz menggunakan asumsi- 
asumsi yang lebih sesuai dengan realitas dan meyakini 
efektifitas goncangan kebijakan di sisi permintaan dan sisi 

Hasil-hasil penelitian membuktikan bahwa fluktuasi ekonomi 
atau business cycle bisa dijelaskan secara lebih baik oleh 
model yang berlandaskan teori NK. Hal ini mencerminkan 
bahwa pendekatan MiBMaP lebih baik dibandingkan dengan 
pendekatan lainn ya. Sclain justifikasi tcoritik bcscrta hasil- 
hasil penelitian tersebut, terdapat pula alasan-alasan empirik 
agar digunakannya pendekatan MiBMaP, yaitu endogenitas 
variabel kebijakanmakro-ekonomi dan beberapa ketidakpastian 
berkenaan dengan karakteristik goncangan penyebab fluktuasi 
dan jalur transmisi goncangan tersebut. Keseluruhan ini 
"mengkondisikan" agar penetapan kebij akan makroekonomi 
seharusnya dilakukan berbasis mikro. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pendekatan 
MiBMaP urung dilakukan, yaitu adanya kendala legal yang 
membatasi cakupan kebijakan moneter dan kendala formal 
yang mengharuskan otoritas fiskal ineininta persctujuan DPR 
sebelum anggaran ditetapkan, sehingga menimbulkan inside 3 

lag. Kendala berikutnya ialah munculnya pragmatisme dalam 
perencanaan kebijakan makro serta masalah koordinasi dalam 
perencanaan kebij akan teknis. 

Dalam ilustrasi ancaman terhadap ketahanan pangan yang 
ditimbulkan oleh goncangan KFG akhir-akhir ini, diketahui 

I 

bahwa goncangan tersebut berpengaruh negatif terhadap 
ketiga pilar KP. Dampak-dampak negatif tersebut perlu diatasi 
dengan kebijakan-kebijakan sektoral yang relevan. Kebijakan- 
kebijakan tersebut membutuhkan kebijakan inakroekonomi 
yang ekspansif, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan .F' 

r 

sektoral dapat dilaksanakan secara efektif. Tumpuan besar 
diletakkan pada kebijakan fiskal. 



Saran 
Kebijakan moneter dalam kerangka infl~rtion targeting, yang 
direncanakan serta dilaksanakan secara independen oleh BI, 
kiranya perlu dievaluasi. Social benefit-cost analysis terhadap 
kebijakan tersebut perlu dilakukan secara akurat. Atas dasar 
hasil analisis tersebut diharapkan dapat dilakukan berbagai 
penyempurnaan termasuk dalam ha1 kerangka kebijakan 

Baum 
Gal 
anc 

moneter yang mungkin lebih tepat, illstrumen kebijakan rate 
moneter yang lebih efektif, dan mekanisme penetapan sasaran Ecc 
kebijakan moileter yang lebih tepat. 

Blancl. 
Agar pendekatan MiBMaPdapat dilakukan secara efektif, maka I Mat 
koordinasi dalam berbagai tahap penyusunan perencanaan 
teknis antara Bappenas dan Departemenl Kementerian 
terkait hanis diperkuat. Proses perencanaan yang artifisial, 
dalam arti tidak melalui pembahasan teknis secara substantif 
dan mendalam, hams dihindari. Identifikasi dan formulasi 
masalah hendaknya dilakukan secara serius oleh Departemenl 
Kementerian teknis, lalu dikomunikasikan dan dibahas dengan 
baik bersama Bappenas, sehingga solusi kebijakan-kebijakan 
sektoral serta kebijakan makroekonomi yang melingkupinya 
dapat ditetapkan secara baik. 

Dalam mengatasi goilcangan besar seperti KFG, pemerintah 
disarankan untuk fokus kepada persoalan yang dipandang 
paling kntikal. Dampak negatif KFG terhadap KP, ditambah 
lagi dengan semakin terasanya peningkatan suhu global, 
diperkirakan cukup mendalam dan bercakupan luas di tataran 
mikro. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan 
KP patut untuk diprioritaskan. Agar upaya-upaya kebijakan 
sektoral maupun kebijakan makroekonomi berlangsung efektif, 
maka di setiap Departemenl Kementerian terkait dengan KP 
dibutuhkan adanya bagian atau desk yang khusus memastikan 
bahwa instansi tersebut benar-benar mendukung KP sesuai 
dengan tupoksinya. Bappenas melakukan pemantauan dan 
evaluasi terl~adap kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan 
diimplementasikan oleh setiap desk. 
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